
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1014, 2018 KEMENPORA. Penatausahaan dan Pengelolaan 

BMN. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   7   TAHUN    2018 

TENTANG 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN 

BARANG MILIK NEGARA 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, 

dan terwujudnya tertib administrasi, tertib hukum dan 

tertib fisik dalam pengelolaan Barang Milik Negara di 

Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu 

dilakukan penyusunan ketentuan mengenai pengelolaan 

Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah;  

b. bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan 

Barang Milik Negara, perlu mengatur kembali 

penatausahaan Barang Milik Negara yang sebelumnya 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan 

Olahraga Nomor 1254 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara 

dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang 

Pedoman Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik 

Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156; 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533); 

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 71); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal 

dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan 

sebelum Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

98/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana 

Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum 

Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 897); 
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  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. 06/2012 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan 

Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 244/PMK. 06/2012 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian 

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 492); 

  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 

tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset 

Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang 

Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada 

Entitas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 641); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 341); 

  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 588); 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 

tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pemerintah Pusat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2071); 

  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
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Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 791); 

  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 

tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara 

Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah 

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1974); 

  14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 

1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);  

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 540); 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.05/2016 

tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam 

rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

642); 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang 

Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan 

Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 644); 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan 

Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 

  19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 

tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1018); 

  20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);  
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  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi 

Persediaan; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN BARANG 

MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA 

DAN OLAHRAGA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :  

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli 

atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan 

lainnya yang sah.  

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai 

Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

menetapkan kebijakan dan  pedoman serta melakukan 

pengelolaan Barang Milik Negara.  

3. Pengguna Barang adalah Menteri Pemuda dan Olahraga 

sebagai Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang 

Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pemuda dan 

Olahraga.  

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang yang berada dalam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya  

5. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang 

(UAPKPB) adalah unit yang dibentuk untuk membantu 

penatausahaan Barang Milik Negara pada Unit 

Akuntansi Kuasa Pengguna Barang.  

6. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah 

unit yang ditunjuk untuk melakukan penatausahaan 
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